
Menimbang :

Mengingat :

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk
meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yalg merata
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal
dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi
daerah darl demokratisasi dalam tatanan kehidupal
bermasyaral<at, berbangsa, dan bernegara maka peran
pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan
tenaga listrik, perlu ditingkatkan dalam jumtah yang
cukup, me rata. dan bermutu;

c. bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat
membahayakan sehingga penyediaan dan
pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan
keselamatan ketenagalistrikan;

d. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO9 tentang
Ketenagalistrikan, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Bengkulu;

1. Pasal l8 ayat (6), Undarg-Undang Dasar Negara
Repubtik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tzrhun 1967 tentang
Pembentukan P.opinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
l-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta-h Pusat dan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomo14438);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Teimbahan l-embaran Negara
Republik Indonesia Negara Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 20Oq Nomor 133, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O52);

8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlinctungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tarnbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dar'
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(lrmbaral Negara Republik lndonesia Tahun 1968
Nomor 34,Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 2854);

ll. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaal dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan
Lembarar Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96,
Tambahan l-embarai Negara Republik Indonesia
Nomor 3721);
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13. Peraturan Pemerintal Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (l,embaran Negara
Republik lndonesia 'l'ahun 2014 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
lzin Lingkungan {l-embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2O12 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 5285);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Talun 2012 tentang
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (l,embaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 141,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5326);

16- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Bengkulu "fahun 2Ol2-2O32 (l,emba,rar Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dal
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMTURAN DAEMH TENTANG KETENAGALISTRIMN.

BAB I

KE IENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yarg dimaksud dengan:

1- Pemerintah Pusat setanjutnya disebut Pemerintah
adalal Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur darl Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

4. Menteri adalah Menteri vang bertanggungjawab di
bidang ketenagalistrikan.

5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi
Bengkulu.



-,1 -

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintal
Xabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

8. Bupati/Walikota adalai Bupati/Walikota di Provinsi
Bengkulu.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
ketenagalistrikan selanjutnya disingkat SKPD yang
membidangi ketenagalistrikan adalah Perangkat Daerah
Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana otonomi daerah di
bidang ketenagalistrikan.

lO. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
membidangi ketenagalistrikan selanjutnya disebut
Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan adalah
Kepa1a Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai
pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan.

11.Satuan Keda Perangkat Daerah yang membidangi
Perizinar. selanjutnya disingkat SKPD yang membidangi
Perizinan adalah SKPD yang diberikan pendelegasian
oleh Gubernur dalam hal penerbitan perizinan di
Provinsi Bengkulu.

12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
membidangi Per,z;r,ar, yang selanjutnya disebut Kepala
SKPD yang membidangi Perizinan adalah Kepala
Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana
otonomi daerah yang diberikan pendelegasian oleh
Gubernur dalam hal penerbitan perizinal di Provinsi
Bengkulu.

13. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang
menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
serta usaha penunjang tenaga listrik.

l4.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder
yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikarr
untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi
listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau
isyarat.

15.Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan
tenaga listrik meiiputi pembangkitan, transmisi,
distribusi, dan penjuaian tenaga listrik k€pada
konsumen.

16. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan
memproduksi tenaga listrik.

17. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik
dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke
konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.

18. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik
dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke
konsumen.

19. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang
membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik.

20. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaia
penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
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21. Rencana umum ketenagalistrikan Daerai adalalr
rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik
)ang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan
distribusi tenaga listrik yang diperiukan untuk
memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Provinsi
Bengkulu.

22.1zin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk
melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum.

23. lzin operasi adalah izir, untuk melakukan penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

24.lzin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin
untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

25. Garti ruBi hak atas tanah adalah penggantian atas
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut
bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat
di atas tanah tersebut.

26. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada
pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman,
dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah
tersebut karena tanah tersebut digunakal secara tidak
laigsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa
dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

27. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik
yang dibangkitkan secara terxs menerus untuk
melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.

28. Penggunaan Cadangan adalah penggunaar tenaga
listrik yalg dibangkitkan sewaktu-waktu dengan
maksud untuk menjarnin keartdalan penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan sendiri.

29. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik
yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan
penyediaan tenaga listrik dari Pemegang lzin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik.

3O. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga
listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat
sementara, termasuk dalam pengertian ini p€mbangkit
yang relatif mudah dipindah-pindahkan fenis mobile
dan porlabte).

31. Tarif regional adalah tarif tenaga listrik yang ditetapkan
oleh Gubernur dengan persefujuar Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berdasarkan pedomal yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

32. Harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yanB
berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari
pembangkit tenaga listrik.

33. Harga seu,a jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya
yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi
dan/atau distribusi tenaga listrik.

34. Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua
biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik
oleh konsumen.
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35. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang
mencakup pemberian pengarahan, petunjuk,
bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam
pelaksanaan pengelolaal ketenagalistrikan,

36. Pengawasan adalall segala usaha dan kegiatan yang
dilakukan untuk menjamin keamanal lingkungan dan
tega l<nya peraturan perundang-undangan
Ketenagalistrikan.

37. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu yang
dilakukal Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan.

39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat
PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
diberi tugas dal wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana
sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya
masing-masing dan dalam pelal.salaan tugasnya
berada di bawah SKPD dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

a. manfaat;

b. efisiensi berkeadilan;

c. berkelanjutan;

d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber
daya energi;

e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;

f. kaidai usaha yang sehat;

g. keamanan dal keselamatan;

h. kelestarian fungsi lingkungar; dan

i. otonomi daerai.
Pembangunai ketenagalistrikan bertujuan untuk
menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah
yarrg cukup, kualitas yarg baik, dan harga yang wajar
dalam ralgka meningkatlan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta
mewujudkan pembangunal yang berkelanjutan.

(1)

(2)
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(1)

(21

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penyeleng3araan

Pasal 3

{1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh Gubernur yang
keu'enangannl,a dalam daerah berlandaskan prinsip
otonomi daerah.

(2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur
menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan,
penga\r:asan, dan melaksanakan usaha penyediaan
tenaga listrik.

Bagian Kedua

Pengusahaan

Pasal 4

Pelal<sanaan usaha penyediaan tenaga iistrik oleh
Gubernur dapat dilalukan oleh badan usaha milik
daerah, Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya
masyarakat.

Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daeral menyediatan
dana untuk:
a. kelompok masyarakat tidak mampu;

b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di
daerah yalg belum berkembang;

c. pembargunan tenaga listrik di daerah terpencil dan
perbatasan; dan

d. pembangunan listrik perdesaan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu di bidang
ketenagalistrikan meliputl:

a. penetapan peraturall daerah provinsi di bidang
ketenagalistrikan;

b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah
provinsi;

c. penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non
badan usaha milik negara darr penjualan tenaga listrik
serta penye\a'aan jaringan kepada penyedia tenaga listiik
dalam Daerah provinsi;

d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya
mencakup dalam daerah Provrnsi;
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e.

f.

Penerbitan izin usaha jasa penunjalg tenaga listrik bagi

badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki
oleh penanam modal dalam negeri.

penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari
p"-"g.t g izin usaha penyediaan tenaga listrik yang

ditetapkan oleh Gubernur;

g. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa
" ja.i.tg..r tenaga listrik untuk badan usaha yanB menjual

ienaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga

listri"k kepada badal usaha yang izinnya ditetapkan oleh

Gubernur;

h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik
iari perneg..tg izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh

Gubernur;

i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk
Lepentingan telekomunikasi, multimedia, dan
infbrmatika pada jaringal milik pemegang izin Lrsaha

penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang

ditetapkan oleh Gubemur;

j. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat -tidak" .n.-pr, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;

k. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha.di
Lidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh

Gubernur;

l.pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk
provinsi; dan

m. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha
yaig izinnya ditetapkan oleh Gubernur.

(1)

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 6

Sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah
dan/atau berasal dari luar Daerah harus dimanfaatkan
secara optimal sesuai dengan Rencana
Ketenagalistrikan Daerah untuk menjamin penyediaan
tenaga listrik yang berkela{utan.

Pemanfaatar sumber energi primer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan
mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.

Pemanfaatal sumber energi primer yajrg terdapat di
dalarn Daeral sebagaimala dimaksud pada ayat (1)

diutamal<an unhrk kepentingan ketenagalistrikan
daerah.

t2)

(3)
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BAB VI

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 7

{l) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah disusun
berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
yang ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Ralq/at Daerah.

(2) Penlusunan RencaDa Umum Ketenagalistrikan Daerah
disusun dengan mengikutsertakan unsur pemerintah,
akademisi, pihak penyedia tenaga listrik dan
masyaratat.

(3) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Gubemur.

(4) Konsultasi dengal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilaL-ukan
melalui rapat ke4a antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(5) Tata cara PenJrusunan Rencana Umum
KetenaBalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundangan
yalg berlaku.

BAB VII

USAHA KETENA(iALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

a. usaha penyediaan tenaBa listrik;dan
b. usaha penunjang tenaga listrik.

(2) Usaha ketenaga-listrikan sebagaimana dimaksud ayat (l)
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagiar Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Paragraf 1

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimala dimal<sud
dalam Pasal 8 terdiri atas:

a. r- sal-a penyediaan tenaga list-rik untuk kepentingarr
umum; dan

b. rrsaha penyecliaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri.
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Paragral 2

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kcpentrngan
Umum

pasal 10

(1) Usaha penyediaal tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud Pasal t huruf a meliputi
jenis usaha ;

a. pembangkitan tenaga listrik;
b. transmisi tenaga listrik;
c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
d. penjualan tenaga listrik.

(2) Usaha penyediaan tenaga list k sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukal secara terintegrasi.

pasal 11

{l) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 10 ayat (1) hurul b vrajib membuka
kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi
untuk kepentingan umum.

(2) Kervajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama
jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan
antara pemegang rzin usaha penyediaan tenaga listrik
yang melakukan usaha tralsmisi dengan pihal yarrg
akan memanfaatkan jaringan.

(3) Pemanfaatan bersama jaringan trarlsmisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengarr
kemampuan kapasitas jaringan transmisi_

(4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik
sebagaimara dimaksud pada ayat (21 wajib
mendapatkan persetu juan Gubernur.

pasal 12

(1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat membuka
kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi,

(2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
sewa jaringan antara pemegang izin usal-ra penyediaan
tenaga listrik yang melalukan usaha distribusi dengan
pihak yang akan memanfaatkan jaringal distribusi.

(3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanat<an sesuai dengan
kemampuan kapasitas jaringan distribusi.

(4) Harga atas seu,a jaringan distribusi tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat 12\ wajib
mendapatkan persetujuan Gubernur.
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Pasal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengal Rencana Umum
Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaia Penyediaan
Tenaga Listrik.

Pasal 14

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal i0 ayat (1)
dilaksanakan oteh badan usaha milik daerah, badan
usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia,
koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di
bidang penyediaan tenaga listrik.

(2) Badan usaha milik daerah sebagaimara dimaksud pada
ayat (1) diberi prioritas melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum.

(3) Datam hal badan usaha milik daerai tidak dapat
memenuhi prioritas yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan
kesempatan kepada badan usaha swasta yang berbadan
hukum Indonesia, koperasi, darr swadaya masyarakat
untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum.

Pasal 15

Usaha penyediaan tenaga listrik dengan sumber energi baru
dan terbarukan yang sebagian atau seluruh fasilitasnya
dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dalam pengelolaannya dapat bekerjasama dengan
badan usaira milik daerah.

Paragraf 3

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Send iri

Pasal 16

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b
meliputi:

a. pembangkitan tenaga listrik;
b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga

listrik; atau

c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik,
dan distribusi tenaga listrik.

(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah
daerah, badan usaha milik negara, badar-r usaha milik
daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorzrngan,
dan lembaga/ badan usaha lainnya.
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(3) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidalg ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Pasal 17

(l) Usahajasa penunjang tenaga listrik meliputi :

a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga
listrik;

b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan
tenaga listrik;

c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
f. penelitian dan pengembangan;

g. pendidikan dan pelatihan;

h.laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat
tenaga listrik;

i. sertihkasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
j. sertifikasi kompetensi teknik ketenagalistrikan;atau

k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh

badan usaha yang berbadan hukum Indonesia dan
berusaha di bidarg usaha jasa penunjang tenaga listrik,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Ketentuan tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan
Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Usaha
Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

BAB VIII

PEMBERIAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 18

Dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik Gubernur
memberikan rekomendasi.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan melalui SKPD.

(r)

12)
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Bagian Kedua

Pemberian Rekomendasi

Pasal 19

Rekomendasi sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 18 ayat
(2) diberikar untuk:
a. izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan

oleh Menteri;dan

b. Izin wilayah usaha yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 20

(1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 pemohon menga]ukan
pernohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui
SI(PD dengan dilengkapi persyaratan administratif,
teknis, dan lingkungan.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. identitas pemohon;

b. profil pemohon;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak;

d. kemampuan pendanaan; dan

(3) Persyaratan teknis sebagaimara dimaksud pada ayat {1)
meliputi:

a. batasan wilayah usaha dan peta lokasi; dan

b. alalisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan
tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan.

(4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku ketentuan peraturan pemndang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan
Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal,22

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik dan Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha
dari Gubernur.
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{2) lzin usaha untuk menyediakan tenaBa listrik terdiri
atas:

a. Izin usaha penyediaan tenaga list k; dan

b. Izin operasi.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Pasal 23

(l) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum hanya dilaksanakal setelah mendapat izin usaha
penyediaan tenaga listrik.
lzin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk
non badan usaha milik negara yang:

a. wilayah usahanya dalam daerah;

b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan
jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha
penyediaar tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh
Gubernur.

Gubemur dapat melimpahkan penandatangan perizinan
usaha penyedia tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada SKPD yang membidangi perizinan.

Pasal 24

Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk
jangka waktu paling lama 30 {tiga puluh) tahun dan dapat
diperpanjang.

Pasal 25

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayar 12\ huruf a wajib diperbaharui, apabila:

a. terdapat perubahan peruntukan;

b- terdapat perubalan letak pembangkit; dan/ ata:]
c. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik

Iebih dari 1oo/o (sepuluh persen).

Pasal 26

Jual beli atau sewa jarinllan tenaga listrik antar
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak
memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.

Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga
listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapat perset uj uan Cubernur.

(3)

(1)

(21
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(1)

(2)

Pasal 27

Untuk memperoleh izin usaha penyediaan t€naga listrik
sebagaimana dimzrksud dalarn Pasal 22 ayat \2'1,
pemohon harus memenuhi persyaratan administratif,
teknis, dan lingkungan.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) meliputi:

a. identitas pemohon;

b. proirl pemohon;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

d. kemampuan pendanaar.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayai (l)
meliputi:

a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;

b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga
listrik;

c. diagram satu garis;

d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;

e. jadwal pembangunan; dan

f. jadwal pengoperasian.

Datam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan
untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi
kesepalatan jual beli tenaga listrik antara pemohon
dengan calon pembeli tenaga listrik.
Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga lisrik diajukan
untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga
listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan
transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan
untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha
penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain
persyarata.n teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang
ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan
tenaga listrik.
Persyaratao lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) berlaku ketentuan peraturan perundang-
undangal di bidang perlindungal dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Pasal 28

Izin usaha penyedian tenaga listrik dapat dicabut apabila
tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (3) darl ayat (7).

(3)

(4)

(s)

(6)

17)
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(2)

(3)

Pasal 29

(1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, disusun oleh pemohon
dengan memperhatikan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Daerah.

Rencala usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disaikan Gubemur.

Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara pen].usunan
rencala usaha penyediaal tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal 30

Permohonal yang memenuhi persyaratan administratif,
teknis, dan lingkungar diberikan Din usala penyediaal
tenaga listrik oleh Gubernur.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana
usaha penyediaan tenaga listrik.
Rencala usal-ra penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin
usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 31

Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 30 ayat (3) dievaluasi secara
berkala setiap satu tahun oleh pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik.
Dalam ha1 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimala
dimal<sud pada ayat (1) diperlukan perubahan,
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik
yang telah diubah kepada Gubernur untuk memperoleh
pengesahan.

Dalam hal tertentu Gubernur dapat memerintahkan
kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga
listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) wajib mengubah
rencala usaha penyediaal tenaga listrik.
Pembahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dima&sud pada ayat (4) disampaikan
kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

(1)

12)

(3)

(1)

(21

{3)

(4)

(5)
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(1)

\2\

Pasal 32

Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha
penyediaan tenaga listdk yang tedntegrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), permohonar Din
usaha penyediaar tenaga listrik diajukan oleh pemohon
setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh
Menteri.

Untuk memperoleh wilayah usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan
permohonan kepada Menteri setelah memperoleh
rekomendasi dari Gubernur-

Pasal 33

Pemegang izin usaha penyediaal tenaga listrik wajib
menyedial<an tenaga listrik secara terus menerLls yang
memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.
Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik dapat menghentikal sementara
penyediaan tenaga listrik, apabila:

a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan
pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi
ketenagalistrikan;

b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan
yang bukan karena kelalaiai pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik;

c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi
membahayakan keselamatan umum; dan/atau

d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus
memberitahukan pelalsanaan ketentuan ayat (2) huruf
a kepada konsumen paling lambat 24 {dua putuh empat)
jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga
listrik.
Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak
memberikan ganti rugi kepada konsumen atas
penghentian sementaia penyediaan tenaga listrik
sebagaimala dimal<sud pada ayat (2).

Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga
listrik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalarn ayat (1), dikenai sarksi berupa
pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada
konsumen.

(6) Besaral kompensasi mutu pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) di atur dengan peraturan
Gubernur.

(1)

(2)

(3)

14)

(s)
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Pasal 34

Pemegang Din usaha penyediaan tenaga listrik dapat
melakukai pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga
listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.

Pasal 35

(1) Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik hanya dapat
dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat
persetujuan dari Gubernur.

(2) Penandatangan Persetujuan Gubernur sebagaimana di
maksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada kepala
SKPD yang membidangi perizjnan

Bagian Ketiga

Hat dan Kewajiban Pemegang lzin Usaha Penyediaal
Tenaga Listrik

Pasal 36

(1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik berhak:

a. melintasi sungai atau dalau baik di atas maupun di
bawah permukaan;

b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah
permukaan;

c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;

d. masuk ke tempat umum atau peroralgan dan
menggunakannya untuk sementara waktu;

e. menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di
bawah tana}l;

f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang
dibangun di atas atau di bawah tanah;

g. memotong dan/atau menebang tanaman yang
menghalanginya;

h. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang
digunakan oleh konsumen, baik sebelum maupun
sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;

i. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian
penyambungal listrik oleh konsumen; dan

j. mengambil dndatan penertiban atas pemataian
tenaga listrik secaia tidak sah.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemegang izin usaia penyediaan tenaga
listrik harus melalsanalannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 37

Pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan
umum dalam menyediakan tenaga listrik wajib:

a. menyedial<an tenaga listrik yang memenuhi standard
mutu dan keandalal yang berlaku;

b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
konsumen dan masyarakat;

c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
dan

d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Ifagian Keempat

Hak dan Kewajiban konsumen Tenaga Listrik

Pasal 38

Konsumen Tenaga Listrik berhak untuk:

a. mendapat pelayanan yang baik;

b. mendapat tenaga listrik secara terlrs-menerus dengal
mutu dan keandalan yang baik;

c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan
harga yang wajar;

d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada
gangguan tenaga listrik; dan

e. mendapat ganti rugi apabila tedadi pemadaman yang
diakibatkan kesalairan dan/atau kelalaian
pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian
jual beli tenaga listrik.

Pasal 39

Konsumen Tenaga Listrik wajib:

a. melaksanakar pengamanan terhadap bahaya yang
mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;

b. menjaga keamanan instalasi tenaBa listrik milik
konsumen;

c- memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan
peruntukannya;

d. membayar tagihan pemakaiai tenaga listrik;
e. taat pada persyaratan teknis di bidang

ketenagalistrikan ; dan

f. bertanggung javrab apabila karena kelalaiannya
mengakibatkan kerugian pemegang iztr, usaha
penyediaan tenaga listrik.



-20-

Bagian Kelima

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

Pasal 40

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri dapat dilakukan berdasarkan :

a. Izin Operasi;

b. Surat Keterangan Terdaftar;dan

c. l,aporan.

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diberikar oleh Gubernur untuk fasilitas instalasinya
menca ku p dalam Daerah Provinsi.

Pasal 41

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dengan
kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 20O KVA yang
iasilitas instalasinya mencakup dalam Daerah Provinsi
dapat dilal<salal<an setelah mendapat-kan Izin Operasi dari
Gubemur.

Pasal 42

Izin Operasi diberikan menurut sifat pengunaannya,
sebagai berikut:

a- Penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik
dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi
kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;

b. Penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik
dioperasikan hanya sewaktu \rr'attu untuk menjamin
kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan sendiri;

c. Pengunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrik
dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan
tenaga listrik dari pemegang izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik setempat;dan/atau

d. Penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga
listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersilat
sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit
yarg dapat dipindah-pindahkan \mobile darl portable).

Pasal 43

Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 harus memenuhi persyaratan administratif,
teknis, dan lingkungan.

Persyaiatan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) meliputi:

a. identitas pemohon;

b. profil pemohon;dan

(1)

(2)
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c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi:

a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);

b. diagram satu garis;

c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga
listrik;

d. jadwal pembangunan; dan

e- jadwal pengoperasian.

(4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) berlaku ketentuan peraturan perundaig-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

(5) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada
Gubernur.

Pasal 44

(1) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waltu paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 45

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib
diperbaharui, apabila:

a. terdapat perubahan peruntukan; dan/atau
b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaBa listdk

lebih dari 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

Izin Operasi berakhir karena:

a. habis masa berlakunya dan tidak diajukar perpanjangan;

b. dikembalikan oleh pemegang lzin Operasi; atau

c. dicabut oleh Gubernur.

Pasal 47

(l) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimala
dimaksud dalam pasal 46 diajukan tertulis paling
lambat 60 {enam puluh) hari sebelum lzin Operasi
berakhir.

(2) Permohonan perpanjargal Izin Operasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1) harus dilengkapi dengan:

a. persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan;
dan

b. laporan pelaksanaan Izin Operasi.
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(2)
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Pasal 48

Pemegang lzin Operasi wajib menyampaikan laporan
mengenai kegiatan usalanya secara berkala setiap 6 (enam)
bulan kepada Cubernur-

Pasal 49

Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan
tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya
kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
atau masyarakat.

Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyaratat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib
mendapat persetuJuan dari Gubernur.

Pasal 50

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dengan
kapasitas pembangkit listrik diatas 25 KVA sampai dengan
200 KVA yang fasilitas instalasinya mencakup Daerah
Provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat
keterangan terdaftar yang diberikal Gubernur.

Pasal 51

Permohonan ketcrangan terdaftal oleh pemohon
sebagaimana -vang dimaksud dalam Pasal 50 harus
dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan
lingkungal.
Persyaiatan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Identitas pemohon;

b. Profil pemohon; dan

c. Nomor pokok wajib pajak.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Lokasi instaiasi termasuk tata letak {gambar situasi);

b. Diagram satu garis; dan

c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga
listrik.

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku peraturar perundang-undangan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Permohonan Surat f,eterangan Terdaitar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh
Pemohon kepada Gubernur-

(l)

12)

(3)

(41

(s)
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(1)

(2)

Pasal 52

Gubernur menetapkan Surat Keterangan Terdaftar.

Gubernur dapat melimpahkan penandatanganan surat
keterangan terdaftar sebagaimaia dimaksud pada ayat
(1) kepada kepala SKPD yang membidangi perizinan.

Pemberian atau penolakan Surat Keterangan Terdaftar
diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan Surat Keterangan Terdaftar
ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis
kepada pemohon disertai dengal aiasan penolakannya.

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 53

Pemegang Surat Keterangan Terdaftar wajib menyampaikal
laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap
12 (dua belas) bulan kepada Gubernur,

Pasal 54

Usaha Penyediaal Tenaga Listrik untuk Kepentingan
sendiri sebagaimaia dimaksud pada Pasal 40 ayat (1)
dengan pembangkit listrik sampai dengan 25 KVA yang
fasilitas instalasinya mencakup dalam Daerah Provinsi,
dapat dilaksanakan setelah menyampaikan laporan
kepada Gubernur.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Keenam

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Pasal 55

Izin Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan untuk
badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh
penanam modal dalam negeri.

Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberikan
oleh gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
termasuk untuk usaha jasa pemeriksaan dal pengujian
di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
Tegangal Rendah,

Pasal 56

lzin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikarr
sesuai dengan Klasilikasi, Kualifrkasi, dan/atau
sertifikat dimiliki badal usaha.

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berlaku
untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

(1)

(2)

(r)

(2)
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Pasal 57

(1) Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
diajukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) dan harus dilengkapi dengan
persyaratan administrasi dan teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. identitas pemohon;

b. akta pendirian badan usaha;

c. profil badan usaha;

d. nomor pokok wajib pajak; dan

e. surat keteraDBan domisili dari instasi yang
berwenang.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ
terdiri atas:

a. Sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa
pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan
Lembaga Sertilikasi badan Usaha.

b. Rencana penBembangan kantor wilayah untuk
lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa
pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan
tenaga listrik tegangan rendah;

c. Surat penetapan penanggungjawab teknik;

d. Sertifikat kompetensi tenaga teknlk; dan

e. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan
Standar Nasional.

(4) Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listdk
sebagaimana dimasud ayat (1) diajukan secara tertulis
oleh badan usaha kepada Gubernur-

pasal 58

Gubernur melakukan penelitian dan evaluasi terhadap
permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Berdasarkan hasil penelitian dal evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (I), Gubernur menetapkan
keputusan pemberian atau penolalan permohonan [zin
Usala Jasa PenuDjang Tenaga Listrik paling lama 30
ltiga puluh) hari terhitung sejak permohonan direrima
secara lengkap.

Dalam hal pe.mohonan lain Usaha Jasa Penunjang
Tenaga Listrik ditolak, Gubernur memberitahukan
secara te.tulis kepada pemohon disertai dengan alasan
penolakannya.

(r)

(21

(3)
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Pasal 59

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 60

Izin Usaha Jasa Penunjalg Tenaga Listrik harus diubah
apabila terdapat perubahan klasifikasi dan/atau kualfikasi
badan usaha.

Pasal 61

lzin Usaha.rasa Penunjang Tenaga Listrik beral<hir karena:

a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;

b. dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Jasa Penunjaug
Tenaga Listrik; atau

c. dicabut oleh gubernur jika terbukti melanggar ketentuan
peraturan perundar)g-undangan yang berlaku.

Pasal 62

(1) Permohonan perpanjangan lzin usaha jasa penunjang
tenaga listrik sebagaimana dimatsud dalam Pasal 59
diajukan secara tertulis paling lambat 6O (enam puluh)
hari sebelum Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
berakhir.

(2) Permohonan perpanjangan lain Usaha Jasa Penunjang
Tenaga Listrik harus dilengkapi dengan:

a. persyaratan administrasi dan teknis;dan

b. laporan pelaksanaan lain usaha jasa penunjang
tenaga listrik.

Pasal 63

(1) Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
wajib menyampaikan laporan mengenai keBiatan
usahanya secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada
Gubernur.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang
kura ngnya memuat antara lain:

a. data kegiatan usahajasa penunjang tenaga listrik.
b. data realisasi tingkat komponen dalam negeri;dan

c. data kompetensi penanggung jawab teknik dan
tenaga teknik.
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BAB X

PENGGUNAAN TANAH

Pasal 64

(1) Penggunaar tanah oleh pemegaJrg izin usaha
penyediaan tenaga listdk untuk melaksanakan haknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan
dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau
kompensasi kepada pemegang hak atas tanah,
bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

(2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan
secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas
tanah.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak
langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga
listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai
ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yarlg
dilintasi transmisi tenaga listrik.

(4) Dalam hal tanah yarlg digunakan pemegang izin usaha
penyediaar tenaga listrik terdapat bagian-bagial tanah
yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau
pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan,
pemegang izin usaha penyediaan tenaga tistrik wajib
menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.

(5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usala
penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat,
penyelesaialnya dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan dengan
memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan
kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 65

Kewajiban untuk memberi ganti rugi hat atas tanah atau
kompensasi sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 54 ayat (1)
tidak berlaku terhadap kepada setiap orang yang sengaja
mendirikal bangunan, menanam tanaman, dal lain-lain di
atas tanah yang sudah memiiiki izin lokasi untuk usaha
penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi
hak alas tanah atau kompensasi.
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Pasal 66

Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak
atas tanai atau kompensasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidalg pertanahan.

Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(2)

(1)

12\

(3)

(1)

(2)

BAB xI
HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA

LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
Pasal 67

Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan
berdasarkan prinsip usaha yang sehat.

Cubernur memberikan persetujuan atas harga jual dan
sewa jaringal tenaga listrik.
Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang
menerapkan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik
tanpa persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua

Tarif Tenaga Listrik
Pasal 68

Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk
konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan
oleh Pemerintrh

Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur dengan memperhatikan keseimbangan
kepentingan daerall, konsumen, dan pelaku usaha
penyediaan tenaga listrik.
Dalam penetapan tarif tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Gubernur di bantu oleh tim
yang terdiri dari unsur masyarakat, pengusahaan
tenaga listrik, akademisi dan lainnya yang terkait.

Pasal 69

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang
menerapkan tadf tenaga listrik untuk konsumen yang tidak
sesuai dengan keputusan Gubemur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68.

(3)



-28 -

Pasal 7O

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca-ra penetapan harga
jua1, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dengan
Peraturan Gubernur.

BAB XII

LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu

Lingkungan Hidup

Pasal 71

(1) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib
mengendalikal emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengal
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
hidup.

(2) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib
memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Keteknikan

Paragraf 1

Keselarnatan Ketenagalistrikan

Pasal 72

(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib
memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan keselarnatan ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujual untuk mewujudkan
kondisi :

a. andal dal aman bagi instalasi;

b. aman bagi manusia dar makhluk hidup lainnya dari
bahaya; dan

c. ramah lingkungan.

(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1) meliputi:

a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat
tenaga listrik;

b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan

c. pengamanan pemanlaat tenaga listrik.

paragral 2

Instalasi Tenaga Listrik
Pasal 73

(1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan
tenaga listrik dal instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
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Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan

c. instalasi distribusi tenaga listrik.
Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) terdiri atas:

a. instalasi pemanlaatan tenaga listrik tegangan tinggi;

b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
menengah; dan

c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

PAsal 74

Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimal<sud dalam
Pasal 73 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki
sertiflkat laik operasi.

Pemegang izin usaha penyediaal tenaga listrik hanya
dapat menjual kepada konsumen yang instalasi
pemanfaatannya telah memiliki sertifikat laik operasi.

Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan
pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang
terakreditasi.

Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga
inspeksi teknik yang terakreditasi Gubernur dapat
menunjuk lembaga inspeksi teknik.
Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga
inspeksi teknik yang ditunjuk oleh cubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat
menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai
kelaikan operasi ketenagalistrikan.

Sertihkat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterbitkal oleh Gubernur.

Jangka wattu sertifikat laik operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diatur dengan ketentuan:

a. 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengal jangka
waktu yang sama untuk instalasi pembangkit tenaga
listrik;darr

b. 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan
jangka waktu yang sama untuk instalasi transmisi
tenaga listrik dan instalasi distribusi tenaga listrik,
instalasi pemanfaatan tegangan listrik tegangan tinggi
dan instalasi pemanfaatan tegangan listrik tegangan
menengal.

t1)

(2)

(3)

\4)

(s)

(6)

17)
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Bagian Ketiga

Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Pasal 75

(l) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau
informatika-

(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimala
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan
izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh
Gubernur.

(3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimal<sud pada ayat (t) dilal<uka1l:

a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan
penyediaar tenaga listrik; dan

b. setelah memperoleh izin dari Gubernur.

(4) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat 11) meliputi:

a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;

b. serat optik pada jaringan;

c. konduktor pada jaringan; dan

d. kabel pilot pada jaringan.

(5) Untuk memperoleh izir, pemanfaatan jaringan,
pemegang izin usaha penyediaal tenaga listrik
mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur
dengar diLampiri dokumen sekurang-kurargnya berupa:

a. identitas pemohon;

b. identitas calon pemanfaat jaringan darl surat
permohonan;

c. profil calon pemaifaat jaringan;

d. analisis kelaikan pemaniaatal jaringan;

e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan

f. rancangal pedanjian pemanfaatan jaringan.

(6) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara permohonan
izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur dengan
Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

(1) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidalgi
ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap usaha penyediaai tenaga listrik
dalam hal:

a. penyediaal dan pemanfaatan sumber energi untuk
pembangkit tenaga listrik;
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b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
c. pemenuhar persyarataJr keteknikan;

d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungar hidup;

e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa da-lam
negeri;

[. penggunaan renaga kerja asing:

g. pemenuhan tingkat mutu dan kearrdalan penyediaan
tenaga listrik;

h. pemenuhan persvarata;r perizinan:

i. penerapan tarif tenaga listrik; darr

j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha
penunjang tenaga listrik-

(2) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi
ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap usaha jasa penunjang tenaga
listrik:
a. pemenuhan persyaratan keteknikan;

b. pengutainaan produk dan potensi dalam negeri;

c. penggunaan tenaga kerja asing:

d. pemenuhan persyaratan kewajiban dalam Din usaha
jasa penunjang tenaga listrik;dar

e. pemenuhan standaj mutu pelayanai sesuai dengan
sistem manajemen mutu-

(3) Dalam melakukan penga\r,asan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), Gubernur melalui Kepala SKPD yang
membidangi ketenagalistrikan dapat:

a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;

b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang
ketenagalistrikan;

c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan
pelaksalaal usaha di bidang ketenagalistrikar; dan

d. memberikan sanksi administratif terhadap
pelanggaran kelen ruan perizinan.

(4) dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Gubernur melalui Kepala SKPD yang
membidangi ketenagalistrikan sesuai dengan
kewenangannya dapat:

a. melakukan pemeriksaan di Iapangan;

b. memiDta laporan pelaksanaan usaia jasa penunjarg
tenaga listrik sesuai dengan bidang dan subbidang
usahanya;dan

c. melakukan analisis dan evaluasi atas laporan
pelaksanaan usal-ra dibidang usaha jasa penunjang
tenaga listrik.
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Gubernur melalui Kepala SKPD yarg membidalgi
ketenagalistrikar melalcukan pembinaan dan
pengawasan terhadap lembaga inspeksi teknik yang
melaksanakzm kegiatan di wilayah Daerah Provinsi
Bengkulu.

Lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus menyampaikan hasil inspeksinya kepada
cubemur melalui Kepala SKPD yang membidangi
ketenagalist kan.

Dalam melaksaralai pengawasan keteknikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi
ketenagalistrikan dibantu oleh inspektur
ke tenaga listrikan dan/atau PPNS.

BAB XIV

INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pasal 77

Inspektur tetenagalistrikan merupakan pejabat
fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis
dalam melakukan inspeksi ketenagalistrikan.

Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud
dalarn ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan
inspeksi, pengujian, penelahaan proses dan gejala
berbagai aspek ketenagalistrikan, melaporkan dan
menyebarluaskan hasil inspeksi.

Susunan dan tata kerja Inspektur Ketenagalistrikan
Provinsi ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengal
kewenangannya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Inspektur
Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan
peraluran perundang undangan.

Pasal 78

Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan karena
jabatannya sec€Lra er. offlcio merLjabat sebagai Kepala
Inspektur Ketenagalistrikan.

Pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan dilakukan oteh
Inspektur Ketenagalistrikan di daerah.

Pelaksaan inspeksi hanya dapat dilakukan berdasarkan
Surat Perintah Tlrgas yaig ditandatangani oleh Kepala
SKPD yalg membidangi ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 79

Inspektur Ketenagalistrikan dalam melaksarakan inspeksi
yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik dan
pema nfaa tai tenaga Listrik mempunyaiwewenang:

(6)

(71

(1)

(2)

(3)

14)

(1)

(21

(3)
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a. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, data,
informasi serta sarana prasarana;

b. meminta keterargan terhadap orang atau badan
usaha;

c. memasuki daerah instalasi tenaga listrik yang menjadi
objek inspeksi;

d. meminta bantuan kepada instansi terkait atau tenaga
ahti untuk membantu kelalcaran kegiatalnva;

e. memberi petunjuk, peringatan atau larangan berkaitan
dengan objek inspeksi;

f. memberhentikan sementara pelaksanaan izin usaha,
penggu na serrifikat laik operasil

g. merekomendasikan kepada instansi yang berwenang
menerbitkan izin atau sertifikat untuk menghentikan
secara tetap pelaksanaan izin usaha, penElgunaan
sertifikat laik operasi; dan

h. menginformasikan adanya dugaan tindak pidana di
bidang ketenagalistrikan kepada PPNS atau Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KSIENTUAN PEIVYIDIKAN

Pasal 8O

{1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik lndonesia,
PPNS atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
lingkup tugas dan tanggung jau.abnya di bidang
ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undalg-Undang
Hukum Acara Pidana untuk melal<ukan penyidikan
tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

(2) PPNS atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimal<sud pada ayat (l) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaar dengan tindak pidana dalam
kegiatan usaha ketenagalistrikan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang
diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan
usaha ketenagalistrikan;

c. m€manggil orang untuk didengar dall diperiksa
sebagai saksi atau tersangka dajam perkara tindak
pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;

d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha
ketenagalistrikan;

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana
kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan
penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana;
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f. menyegel danf atau menyita alat kegiatan usaha
ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukarl
tindak pidana sebagai alat bukti;

g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak
pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan

h. menangkap dan menahan pelaku tindzrk pidana di
bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan
perundalg-undangan.

PPNS atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberitahukal dimulainya
penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimala dimaksud pada
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perunclang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

Setiap orang dan/atau pemegang lzin Usaha Penyediaan
Tenaga listrik yarlg melanggar ketentuan sebagaimana
dimal<sud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 12
ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 48, Pasal
53, Pasal 54 dan Pasal 67 ayat 13) dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b- pembekuan kegiatan sementara; d.anf atau
c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Ketentuan sanksi administ-rati( sebagaimana dimaksud
ayat (1) untuk pelanggaran ketentuan Pasal 54 halya
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Setiap pemegalg izin usaha jasa penunjang tenaga
listrik yang melanggar Pasal 63 dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b- pembekuan kegjatan sementara; dan/atau
c. pencabutan Din usaha jasa penunjang tenaga listrik.

(1)

(21

(3)
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Apabila perbuatan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)
mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga
merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana
sebagaimaia diatur dalam ketentuan peraturan
perundalg-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang
bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan
pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundaog-undangan di bidalg ketenagalistrikan.

Pasai 85

Setiap orang yang melatukan usaha penyediaan tenaga
listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang
berhal< atas tanal, bangunan, dan tanaman
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 65 ayat (1)
dipidana dengan pidala sebagaimara diatur dalam
ketenruan peratr-lran perundang-undargan di bidarg
ketenagalistrikan.

Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin
usaha penyediaar tenaga listrik atau izin operasi.

pasal 86

Setiap orang yang menBoperasikar instalasi tenaga listrik
tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan ketentuan pidana
sebagaimana diatur dalam peraturan perundalg-undangan
di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 87

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa
penunjang tenaga listrik tar,pa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (l) dipidana dengan ketentuan pidana
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 88

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 dilakukan oleh badan
usaha, sanksi pidana dikenakan terhadap badan usaha
dan/atau pengurusnya.

Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenal<an terhadap badan usaha, pidana yang
dikenakan berupa denda maksimal ditambal 1/3
(se pe rtiganya) .

(1)

\2\
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BAB xvlll
KEENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraruran Daerah ini mulai berlaku' maka semua

oer?inan yang berkaltarl -dengan 
ketenagalistrikan yang

iir^T'ili..6i,ri" sebelum dil er apkann) a Pera turan Daerah

i;i';--*;;k; tetap berlaku sampai dengan masa

berlakunYa izin berakhir'

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan pelaksaoaan Peraturan Daerah ini harus

;il;;;; Ai"s i;"' I {satu) tahun terhituns sejak

PeratJran Daerah ini diundangkan'

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Aga. setiap
pengundalgan
penempatannya
Bengkulu.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Daerah ini dengan
dalam l€mbaran Daerah Provinsi

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 5-2-2016

PENJABAT GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. SUHAJAR DIANTORO
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 5-2-2016

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PRO!'INSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 3

NoREG PERATUMN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (3/2016)

Salinan sesu engal aslinya
KEPALA EI O HUKUM,

M. IKH
Pembina Tk.I

NIP.19690905 199403 1 011


